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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 

158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998. 

A. Konsonan 

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan 

transliterasinya dengan huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif أ
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ ث
es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż ذ
Zet (dengan titik 

di atas) 

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 
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B. Vokal  

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

Fathah a a 

Kasrah i i 

Dammah u u 

 

 Ṭa ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik 

di bawah) 

 ` ain` ع
koma terbalik (di 

atas) 

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي
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2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabungan antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

Fathah dan 

ya 

ai a dan u 

Fathah dan 

wau 

au a dan u  

 

Contoh: - kataba - kaifa - haula

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda 

sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

Fathah dan 

alif atau ya 

ā a dan garis di 

atas 

Kasrah dan 

ya 

ī i dan garis di 

atas 

Dammah dan 

wau 

ū u dan garis di 

atas 

Contoh: - qāla - 
qīla

- yaqūlu

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, 

kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 
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2. Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua 

kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan 

dengan “h”. 

Contoh: 

-    raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

-    al-madīnahn al-munawwarah/al-madīnatul 

munawwarah 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau 

tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: -  nazzala - al-birr 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam 

transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” 

diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang 

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun 

qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 
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Contoh: -     ar-rajulu -    al-qalamu 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun 

hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah 

dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal 

kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: - ta’khużu - syai’un
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

سَم ًّى  ا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٰٓى اجََلٍ مُّ هَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٰٓ ايَُّ يٰٰٓ

 فَاكْتُبُوْهُ  

“Hai orang orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu 

menuliskannya” ( Al-Baqarah:282) 
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semua. 
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Rheza Bakhtiar Pamungkas. NIM. 5121019. 2025. 
Implikasi Itsbat Nikah Terpadu Terhadap Ketahanan Keluarga di 

Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Hukum 

Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan. Pembimbing I; Prof. Dr. H. Ade Dedi 

Rohayana, M.Ag dan Pembimbing II; Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. 
Kajian ini menganalisis implikasi pelaksanaan isbat nikah 

terpadu terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Kandangserang 

Kabupaten Pekalongan. Program ini merupakan upaya intervensi 

hukum yang strategis untuk mengatasi tingginya angka pernikahan 

tidak tercatat secara resmi—fenomena yang lazim terjadi di 

komunitas pedesaan dan tradisional—yang sering berdampak pada 

lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi 

lapangan, dan telaah dokumen kelembagaan yang melibatkan 

pasangan itsbat nikah, pemangku kebijakan, serta penyelenggara 

program itsbat nikah. Itsbat nikah terpadu merupakan layanan 

kolaboratif antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka 

memberikan legalitas hukum terhadap pernikahan yang sebelumnya 

hanya dilakukan secara agama.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa itsbat nikah terpadu 

tidak sekadar menyelesaikan masalah administratif, tetapi juga 

berkontribusi nyata terhadap stabilitas hukum dan psikososial 

keluarga.  

Pengesahan status pernikahan secara hukum memberikan 

akses terhadap hak-hak penting seperti akta kelahiran anak, hak 

waris, layanan sosial, dan pendidikan. Lebih dari itu, legalitas 

pernikahan menumbuhkan rasa aman dan legitimasi sosial yang 

memperkuat kepercayaan dan kohesi dalam keluarga. Namun, 

penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan kesadaran 

hukum dan keterbatasan dalam jangkauan sosialisasi, yang 

menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak cukup hanya 

dibentuk melalui intervensi hukum, tetapi juga membutuhkan proses 

internalisasi budaya hukum secara berkelanjutan Oleh karena itu, 

program ini dinilai efektif namun perlu didukung oleh peningkatan 

literasi hukum masyarakat untuk memperkuat ketahanan keluarga 

secara menyeluruh. 
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Kata Kunci: Itsbat nikah terpadu, ketahanan keluarga, legalitas 

pernikahan, budaya hukum  
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ABSTRACT 

 

Rheza Bakhtiar Pamungkas.NIM. 5121019. 2025. The 

Implications of Integrated Marriage Legalization on Family 

Resilience in Kandangserang District, Pekalongan Regency. 

Islamic Family Law, KH. Abdurrahman Wahid State Islamic 

University (UIN) Pekalongan. Prof. Dr. H. Ade Dedi 

Rohayana, M.Ag., and Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. 

This study analyzes the implications of implementing 

the itsbat nikah terpadu (integrated marriage legalization) 

program on family resilience in Kandangserang District, 

Pekalongan Regency. The program serves as a strategic legal 

intervention to address the high number of unregistered 

marriages—a common phenomenon in rural and traditional 

communities—which often results in weak legal protection for 

women and children. 

This research uses a descriptive qualitative method, 

with data collected through interviews, field observations, and 

institutional document analysis involving isbat nikah 

(marriage legalization) couples, policymakers, and program 

implementers. The integrated isbat nikah is a collaborative 

service between the Religious Court, the Office of Religious 

Affairs (KUA), and the Civil Registration Office aimed at 

providing legal status to marriages that were previously 

conducted only through religious rites. 

The findings show that the isbat nikah terpadu program 

not only resolves administrative issues but also significantly 

contributes to the legal and psychosocial stability of families. 

Legal recognition of marriage provides access to fundamental 

rights such as birth certificates for children, inheritance claims, 

social services, and education. Furthermore, legal status 

fosters a sense of security and social legitimacy, strengthening 

trust and cohesion within the family. However, the study also 

reveals a gap in legal awareness and limited outreach, 

indicating that family resilience cannot be built solely through 

legal intervention but requires continuous internalization of 

legal culture. 
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Therefore, while the program is considered effective, it 

must be supported by increased public legal literacy to 

holistically strengthen family resilience. 

Keywords: Integrated isbat nikah, family resilience, marriage 

legalization, legal culture. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkawinan merupakan institusi fundamental 

dalam kehidupan masyarakat yang menggabungkan 

dimensi sosial, agama dan hukum. Di Indonesia, 

pernikahan diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 yang menegaskan prinsip pernikahan sebagai 

bentuk kesadaran terhadap hukum agama dan memenuhi 

legalitas dalam bentuk pencatatan pernikahan. 

(Mardiyanti Syam, 2021). 

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan 

lahiriah saja, akan tetapi untuk membentuk ketahanan keluarga yang bahagia dan kekal. 

Hal ini disebutkan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan 

bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah, 

warahmah. (Mahkamah Agung RI, 2011). Ketika perkawinan 

tidak tercatat, maka secara hukum negara, keluarga tersebut 

dianggap belum sah. Hal ini menyebabkan istri dan anak tidak 

memiliki perlindungan hukum secara penuh, kesulitan 

mengakses layanan publik (seperti akta kelahiran, kartu 

keluarga, dan layanan pendidikan), serta berisiko kehilangan 

hak perdata seperti waris dan perlindungan dalam perceraian. 

Oleh karena itu, arti perkawinan dalam agama 

Islam memiliki nilai ibadah, sebagaimana tertuang 

dalam pasal 2 kompilasi hukum islam bahwa 

perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang 

kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah. 
Perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah 

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
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kepercayaannya itu”. Oleh karena itu, perkawinan yang 

dilakukan sesuai dengan aturan dan tata tertib yang 

berlaku untuk agama tertentu, seperti Islam, Kristen, 

Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dianggap sah 

menurut hukum perkawinan nasional. "Hukum 

agamanya masing-masing" tidak berarti "hukum 

agamanya masing-masing", yaitu hukum agama kedua 

mempelai atau keluarganya. 

Indonesia memiliki sistem hukum berdasarkan 

pancasila. Maka perkawinan harus dicatat sesuai dengan 

hukum yang berlaku. Pencatatan perkawinan dilakukan 

oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan 

Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai 

melangsungkan perkawinan yang beragama Islam dan 

Kantor Catatan Sipil (KCS) di wilayah kedua calon 

mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama 

selain Islam. (Mardani, 2016) 

Dalam konteks ke Indonesiaan, pentingnya aspek 

administratif dan legalitas dalam sebuah perkawinan 

untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan bersama, 

sehingga mengurangi dampak negatif yang terjadi (Sabit 

Mustamil, 2015). Dalam konteks hukum, pencatatan 

pernikahan memiliki peran yang sangat krusial untuk 

memastikan bahwa perkawinan tersebut memiliki legal-

standing yang diperlukan untuk memberikan 

perlindungan hukum kepada pasangan suami-istri, anak-

anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta mengatur 

hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam 

perkawinan. (Mardiyanti Syam, 2021). Implikasinya, 

Negara memastikan setiap perkawinan yang dilakukan 

oleh warna negaranya mempunyai kekuatan hukum dan 

bukti autentik sebuah perkawinan.  
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Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa 

perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan hukum 

agama atau adat tanpa pencatatan resmi oleh lembaga 

negara masih banyak ditemui. Voice of America 

Indonesia (VOA) dalam laporannya menyebutkan pada 

tahun 2016 provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat 

pernikahan tidak tercatat cukup tinggi (Nurhadi 

Sucahyo, 2016). Beberapa motif dan tujuan perkawinan 

tidak tercatat seperti belum cukup usia (pernikahan dini); 

budaya; layanan administrasi berbelit-belit; faktor 

keuangan/biaya; hingga berpoligami (Al Farabi, 2016; 

Nazarudin et al., 2023; Nurmila, 2009; Suwarno Putro et 

al., 2024). 

Dalam praktiknya, pernikahan tidak tercatat 

cenderung akan berdampak pada ketidakstabilan rumah 

tangga, karena tidak memiliki legitimasi hukum dan 

perlindungan hukum khususnya pasangan suami istri 

maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan 

tersebut, terutama terkait dengan hak-hak pewarisan, 

hak atas nafkah, hak asuh anak, dan hak-hak hukum 

lainnya. Oleh sebab itu, sebagai peristiwa hukum 

pernikahan tidak tercatat memiliki dampak negatif bagi 

ketahanan keluarga maupun hak-hak anak yang dijamin 

oleh hak asasi manusia (child’s rights are humanrights) 

(Sabit Mustamil, 2015).  

Bisa dikatakan, Itsbat nikah jadi satu-satunya solusi 

bagi pernikahan yang tidak tercatat agar pernikahannya sah 

secara undang-undang yang berlaku. Melalui putusan 

pengadilan, itsbat nikah bertujuan untuk mendapatkan akta 

nikah sebagai bukti autentik dan legal baik secara yuridis 

formal maupun di kalangan masyarakat. Dalam bernegara, 

tujuan utama itsbat nikah adalah pengakuan status perkawinan, 

pengakuan anak-anak, dan harta bersama selama perkawinan 
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dengan melakukan tertib administrasi (Hilmi & Toriqirrama, 

2020) 

Urgensi itsbat nikah telah dipahami sebagai kerangka 

awal untuk melindungi hak keperdataan suami istri dan anak-

anaknya, serta memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan dimata hukum (Maula et al., 2024). Sejalan 

dengan peningkatan kebutuhan atas pengesahan pernikahan 

tidak tercatat melalui legalitas dan kepastian hukum atas 

pernikahannya. 

 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar ìyah Dalam Rangka 

Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. 

Isbat nikah terpadu merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilakukan bersama-sama dengan berkoordinasi dalam satu 

waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama/ 

Mahkamah Syar ìyah, Dinas Kependudukan dan Pencatan 

Sipil Kabupaten/ Kota, dan Kantor Urusan Agama (KUA) 

dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan 

pengesahan perkawinan yang dilakukan secara sederhana, 

cepat dan biaya ringan.  

Tercatatnya pernikahan sejalan dengan konsep 

ketahanan keluarga sebagai pilar ketahanan nasional. Secara 

sosial, pernikahan yang tercatat akan melindungi fungsi 

keluarga dalam aspek biologis, edukatif religious, protektif, 

sosialisasi, ekonomi dan kreatif. (Amatul Jadidah, 2021). 

Beberapa kasus telah banyak ditemukan pasangan yang tidak 

mempunyai buku nikah berasal dari penduduk marjinal yang 

keadaannya miskin, berpendidikan rendah dan pengetahuan 

tentang hukum sangat kurang. (Sabit Mustamil, 2015).  

Bagi pasangan yang melakukan pernikahan tidak 

tercatat, itsbat nikah mampu meningkatkan ketahanan keluarga 
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melalui tiga aspek yaitu kepastian hukum, perlindungan sosial 

dan stabilitas keluarga (Hayatudin, 2024; Qamaria et al., 2021; 

Cahyani, 2023). Kepastian hukum dalam itsbat nikah 

memberikan kontribusi pada ketahanan keluarga dengan 

memberikan perlindungan hak dan mengurangi kerentanan 

keluarga terhadap masalah sosial dan hukum.  

Selain itu, itsbat nikah tidak hanya menyelesaikan 

persoalan administratif, tetapi memperkuat ketahanan keluarga 

melalui pencegahan konflik, perlindungan sosial dan 

penguatan integritas. Sehingga pelaksanaan itsbat nikah sejalan 

dengan konsep ketahanan keluarga sebagai mekanisme 

bertahan dan beradaptasi dalam membangun keluarga yang 

tangguh di tengah kompleksitas hukum dan sosial masyarakat.  

Dari uraian korelasi antara itsbat nikah dan ketahanan 

keluarga diatas, peneliti kemudian tertarik mengkaji tentang 

pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan di 

Kecamatan Kandangsertang Tahun 2024. Berdasarkan data 

yang diperoleh, selama tiga tahun terakhir Pengadilan Agama 

Kajen Kabupaten Pekalongan telah menyelesaikan Program 

Itsbat Nikah Terpadu dengan jumlah pemohon sebanyak 132 

pasangan suami istri berstatus pernikahan tidak tercatat.  Dari 

jumlah tersebut, pada tahun 2024 sebanyak 28 pasangan suami 

istri (pasutri) pernikahan tidak tercatat mengikuti program isbat 

nikah di Kecamatan Kandangserang. (Riyanto, 2024) 

Data tersebut menandakan pernikahan tidak tercatat 

menunjukkan jumlah yang signifikan, khususnya masih terjadi 

di kalangan masyarakat Kecamatan Kandangserang. Selain itu, 

secara administratif dan geografis wilayah kecamatan 

Kandangserang termasuk wilayah pedesaan dan pegunungan. 

Pernikahan tidak tercatat masih sering terjadi di masyarakat 

pedesaan karena keterbatasan akses terhadap layanan 

pencatatan resmi, tradisi dan rendahnya kesadaran hukum 

(Pristiani & Widodo, 2018). Oleh karena itu, fenomena sosial 
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tersebut mengindikasikan adanya permasalahan yang perlu 

diselesaikan, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

dalam mengenai pelaksanaan itsbat nikah terpadu di 

Kecamatan Kandangserang pada tahun 2024. 

Kemudian peneliti akan menganalisis secara 

mendalam terkait pelaksanaan program itsbat terpadu di 

Kecamatan Kandangserang dengan tiga aspek penting. 

Pertama, sejauh mana pemahaman para pemohon isbat nikah 

terpadu tentang keabsahan pernikahan. Kedua, bagaimana 

dampak pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kecamatan 

Kandangserang terhadap suami istri setelah ikut serta, dan apa 

dampaknya bagi kedua belah pihak. Peneliti akan 

menggunakan teori ketahanan keluarga (DeFrain & Asay, 

2013) untuk menganalisis bagaimana pasangan suami istri 

yang mengikuti pelaksanaan itsbat nikah terpadu di Kecamatan 

Kandangserang mampu meningkatkan ketahanan keluarga. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latarbelakang diatas, peneliti akan 

mengidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul terkait 

topik pelaksanaan isbat nikah di Kecamatan Kandangserang. 

Adapun masalah-masalah yang teridentifikasi yaitu, 

1. Masih terjadi penyimpangan praktik pernikahan yang tidak 

sejalan dengan hukum perkawinan di Indonesia. 

2. Masih banyak pasangan suami istri yang menikah secara 

agama tetapi belum mencatatkan pernikahannya secara 

hukum negara. 

3. Minimnya kesadaran masyarakat mengajukan itsbat nikah. 

4. Anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat berpotensi 

mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran dan 

hak keperdataan lainnya. 

5. Ketiadaan status hukum yang sah dapat melemahkan 

ketahanan keluarga dalam aspk perlindungan hukum, 

administrasi, dan stabilitas sosial 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Berbagai permasalahan yang telah penulis 

identifikasi sebelumnya kiranya perlu dibatasi agar 

kajian yang dilakukan menjadi fokus, terarah dan 

sistematis.  Berikut penelitian ini dibatasi pada: 

1. Lokus penelitian: Penulis dalam konteks ini akan 

meneliti Itsbat Nikah melalui program terpadu yang 

melibatkan Pengadilan Agama Kajen Kelas Ib, 

Kantor Urusan Agama Kandangserang, Disdukcapil 

Kabupaten Pekalongan., bukan itsbat nikah yang 

diajukan mandiri ke pengadilan. 

2. Pelaku: dari aspek pelakunya, penulis menganalisis 

pasangan yang telah menikah secara agama Islam di 

Kecamatan Kandangserang namun belum tercatat 

secara resmi sebelum mengikuti itsbat nikah terpadu. 

3. Teoritik: Dari aspek teorinya, penulis akan 

menganalisis implikasi yuridis dan sosial dari 

pelaksanaan program itsbat nikah terpadu terhadap 

ketahanan keluarga yang menyangkut perlindungan 

hukum serta akses layanan publik. 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan program Itsbat Nikah Terpadu di 

Kecamatan Kandangserang? 

2. Bagaimana implikasi hukum dan sosial itsbat nikah terpadu 

terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan 

Kandangserang? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganlisis 

pelaksanaan itsbat nikah terpadu di Kecamatan 

Kandangserang Kabupaten Pekalongan; (2) implikasi 

hukum dan sosial itsbat nikah terpadu terhadap 

ketahanan keluarga di Kecamatan Kandangserang 

Kabupaten Pekalongan; 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempekaya khazanah 

keilmuan di bidang hukum keluarga dan pelayanan publik, 

khususnya mengenai hubungan antara legalitas perkawinan 

dan ketahanan keluarga dalam perspektif hukum dan sosial.  

2. Memberikan pemahaman pentingnya pencatatan 

pernikahan melalui program itsbat nikah terpadu bagi 

perlindungan hukum keluarga. 

3.  Memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan 

dan srategi sosialisasi itsbat nikah terpadu aga lebih efektif 

menjangkau masyarakat. 

4. Menjadi rujukan atau dasar bagi penelitian selanjutnya yang 

mengkaji dampak hukum dan sosial dari itsbat nikah.  

1.7 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

1. Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini berisi mengenai 

latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

2. Bab II: Landasan Teori. Pada bab ini berisi tentang 

definisi itsbat nikah, dasar hukum itsbat nikah 

menurut undang-undang, teori sistem hukum, teori 

ketahanan keluarga, kajian penelitian yang relevan 

dan kerangka berpikir.   

3. Bab III: Metodologi Penelitian. Pada bab ini berisi 

mengenai desain penelitian, sumber penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data. 

4. Bab IV: Gambaran Umum Objek Penelitian. Pada 

bab ini berisi Kondisi Geografis Kecamatan 

Kandangserang. 

5. Bab V: Data Dan Temuan Penelitian. Pada bab ini 

berisi mengenai pelaksanaan itsbat nikah terpadu di 
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Kecamatan Kandangserang, Ketahanan Keluarga di 

Kecamatan Kandangserang, dan implikasi hukum 

dan sosial itsbat nikah di Kecamatan Kandangserang. 

6. Bab VI: Pembahasan. Pada bab ini menghubungkan 

latar belakang, temuan penelitian, pelaksanaan itsbat 

nikah terpadu, teori ketahanan keluarga dan literatur 

untuk membahas implikasi hukum dan sosial itsbat 

nikah di Kecamatan Kandangserang. 

7. Bab VII: Simpulan, Implikasi dan Saran. Pada bab 

ini berisi simpulan, implikasi serta saran untuk 

pengembangan fokus penelitian berdasarkan 

simpulan dan implikasi yang dihasilkan. Bab ini 

merupakan akhir dari penelitian.  
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BAB VII 

PENUTUP  

 

7.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang implikasi itsbat  

nikah terpadu terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan 

Kandangserang Kabupaten Pekalongan, maka pada bab ini 

peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

Pelaksanaan itsbat nikah terpadu di Kecamatan 

Kandangserang Kabupaten Pekalongan membawa dampak 

signifikan terhadap aspek legalitas dan ketahanan keluarga. 

Itsbat nikah terpadu tidak hanya menyelesaikan masalah 

administratif pernikahan tetapi juga memberikan rasa aman 

hukum, menngkatkan akses terhadap layanan sosial, serta 

memperkuat struktur keluarga melalui legitimasi sosial 

yang diakui.  

Secara psikososial, keluarga yang telah menjalani 

proses itsbat nikah merasa lebih dihargai di lingkungan 

sosialnya dan lebih percaya diri dalam mengakses  fasilitas 

negara seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi 

kependudukan. Namun, peneliti juga menemukan 

tantangan berupa rendahnya literasi hukum masyarakat dan 

keterbatasan sosialisasi program di tingkat akar rumput. 

7.2 Implilkasi  

Adanya Pelaksanaan itsbat nikah terpadu di 

Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan yang 

dilaksankan oleh Pengadilan Agama Kajen kelas 1B, 

diharapkan masyarakat dapat mewujudkan stabilitas 

keluarga dan keharmonisan keluarga di Kecamatan 

Kandangserang Kabupaten Pekalongan.   
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7.3 Saran 

1. Kepada Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemerintah 

Kabupaten Pekalongan dapat menjembatani permasalahan 

masyarakat dalam hal memperoleh akta nikah sesuai dengan 

target yang telah ditentukan, mengingat masih adanya 

pasangan yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti 

itsbat nikah, sehingga segala administrasi yang diperlukan sulit 

dilakukan. Dengan demikian, hendaknya Pemerintah dapat 

lebih memprioritaskan penyediaan anggaran untuk 

pelaksanaan itsbat  nikah terpadu di Kabupaten Pekalongan. 

2. Kepada instansi terkait dalam hal ini pengadilan agama, 

Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil selaku pelaksana fasilitasi dalam pelayanan terpadu itsbat  

nikah, dapat bekerja sama secara intensif dan efektif dalam 

membantu masyarakat untuk mengatasi permasalahan dalam 

hal tertibnya dokumen hukum dan administrasi 

kependudukan. 

3. Perlu adanya pendampingan lanjutan pasca itsbat oleh tokoh 

masyarakat, KUA, atau penyuluh agama untuk memperkuat 

kesadaran hukum dan membina ketahanan keluarga secara 

berkelanjutan. 

4. Kepada masyarakat yang belum memiliki akta nikah, 

hendaknya dapat melapor kepada Aparatur Pemerintah 

setempat agar dapat direkomendasikan dalam pelaksanaan 

itsbat  nikah sehingga pernikahannya tercatatkan. 

5. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang 

memfokuskan tentang urgensi itsbat  nikah sebagai mekanisme 

hukum dan sosial, khususnya dalam kerangka ketahanan 

keluarga dan perlindungan terhadap istri baik dalam efektifitas 

pelaksanaannya atau kepada tinjauan-tinjauan lainnya, serta 

dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi 

pembaca. 
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